II

HUKUM TENTANG ORANG
Orang Sebagai Subjek Hukum


Orang merupakan salah satu pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut sebagai salah satu subjek hukum.  Hak dan kewajiban perdata tidak  tergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, warga negara ataupun orang asing.  Hak dan kewajiban orang sebagai subjek hukum ada mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila meninggal dunia, namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut yaitu ketentuan Pasal 2 BW yang menentukan :

(1) “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.

(2) “Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah telah ada”.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 BW di atas disebut rechtsfictie artinya setiap orang dianggap telah mengetahui ketentuan tersebut.  Ketentuan Pasal 2 tersebut sangat penting dan berpengaruh dalam hal pewarisan (contoh ….).


Selama seseorang masih hidup maka selama itu pula orang tersebut memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata”, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi kewenangan berhak tersebut antara lain :

1. Kewarganegaraan, misalnya tentang hak milik atas tanah hanya diperkenankan bagi WNI saja, berdasarkan ketentuan dalam UUPA.

2. Tempat tinggal, seperti ketentuan UUPA tentang larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat tanah itu berada.

3. Kedudukan atau jabatan, misalnya hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.

4. Tingkah laku/perbuatan, seperti kekuasaan orang tua yang dapat dicabut apabila prilaku orang tua buruk sekali.

Setiap orang merupakan pendukung hak dan kewajiban, namun tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum.  Syarat-syarat seseorang dikatakan cakap adalah :

1. Telah dewasa yaitu orang yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974)

2. Orang yang sehat akal pikirannya, artinya tidak sedang ditaruh di bawah pengampuan, tidak dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros (Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW)

3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo UU Kepailitan)

Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, namun tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum (onrechtbekwaamheid) dan tidak setiap orang selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (onrechtbevoegheid).


Dalam sistem hukum perdata (BW), mereka yang belum dewasa tetapi harus malakukan perbuatan hukum, maka harus dilakukan pendewasaan melalui Lembaga Pendewasaan (Handlichting), namun dengan adanya Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa seseorang telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah sehingga lembaga pendewasaan tersebut tidak diperlukan lagi.


Masalah nama bagi orang Eropa dan mereka yang dipersamakan merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut identitas seseorang dalam hal pembagian warisan serta hal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan, jadi nama seseorang itu harus jelas baik itu nama kecil maupun nama keluarganya.


Selain nama, tempat tinggal/domisili juga merupakan hal lain yang penting untuk memudahkan pihak lain maupun kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut, seperti dalam hal memilih pengadilan apabila terjadi suatu sengketa.  Tempat tinggal bagi badan hukum biasanya disebut sebagai tempat kedudukan, secara yuridis tempat kedudukan suatu badan hukum ialah tempat dimana pengurusnya menetap.



Bilamana seseorang untuk waktu yang pendek maupun waktu yang lama meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi sebelum ia pergi memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, maka keadaan tidak ditempat orang itu tidak menimbulkan persoalan, akan tetapi apabila sebaliknya, maka keadaan tidak ditempatnya orang itu menimbulkan persoalan, siapa yang mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya?  Dalam hal ini Pengadilan Negeri akan menunjuk Balai Harta Peninggalan (weeskamer) untuk mengurus harta kekayaan orang  tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum


Orang ternyata bukan satu-satunya subjek hukum, karena selain itu terdapat badan hukum (rechtpersoon) yang juga merupakan pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum.  Badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa sehingga tidak mungkin berkecimpung dalam lapangan hukum keluarga.

Teori-Teori Badan Hukum

1. Teori Fictie dari Von Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum hanya semata-mata buatan negara saja dan itu hanyalah fiksi, maksudnya bahwa sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya sebagai subjek hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia/orang.

2. Teori harta Kekayaan Bertujuan, menyatakan bahwa ada kekayaan yang tidak ada pemiliknya namun terikat pada tujuan tertentu dan diberi nama badan hukum.

3. Teori Organ Dari Otto Van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang riil dan menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya yaitu pengurus dan anggota-anggotanya.

4. Teori Propriete, menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama, dengan demikian badan hukum merupakan konstruksi yuridis saja.

5. Teori Kenyataan Yuridis, menyatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realita kongkrit dan riil walaupun tidak bisa diraba tapi merupakan kenyataan yuridis.

Pembagian Badan Hukum

Menurut Pasal 1653 KUH Perdata, badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu :

1. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya bank yang didirikan oleh negara.

2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan dan organisasi agama.

3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan seperti perseroan terbatas, perkumpulan asuransi dan sebagainya.

Apabila dilihat dari segi wujudnya, maka badan hukum dapat dibedakan atas :

1. Kooperasi, yaitu gabungan orang-orang dalam pergaulan hukum yang bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri, jadi merupakan badan hukum beranggota yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

2. Yayasan adalah harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan tertentu, sehingga tidak mempunyai anggota namun hanya ada pengurusnya saja.

Badan hukum juga dapat dibedakan menjadi :

1. Badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan oleh perseorangan.

2. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan atau untuk kepentingan publik.

Aturan-aturan badan hukum dapat dilihat dalam KUH Perdata Pasal 1653 s/d 1665, Undang-Undang Nomor 12 Yahun 1992 Tentang Usaha Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.  Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum yaitu :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.

2. Mempunyai tujuan tertentu, baik secara idiil maupun komersial.

3. Mempunyai kepentingan tersendiri.

4. Adanya organisasi yang teratur.

Di Indonesia, belum mengakui Firma sebagai badan hukum tidak seperti hukum di Perancis dan Belgia.  Badan hukum dalam melakukan perbuatannya diwakili oleh organnya yaitu direksi, organ lainnya dari badan hukum adalah komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  Perseroan terbatas (PT) kan salah satu bentuk badan hukum yang diatu oleh UU NO. 1 Tahun 1995, setiap orang dalam PT hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya atau wewenangnya, kecuali ada perbuatan yang 

melampaui batas sehingga merugikan badan hukum PT tersebut.  Apabila organ itu bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan padanya dan melakukan perbuatan melawan hukum maka badan hukum tersebut tetap harus bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
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